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BAB IV 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik 

kesimpulan antara lain sebagai berikut: 

1. Peranan Satpol PP Kota Padang dalam relokasi PKL di kawasan wisata  

Pantai Padang.Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk 

menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, 

menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta 

menyelenggarakan perlindungan masyarakat yang mana hal tersebut 

jelas tertuang pada Pasal 1 Angka (1) PP Nomor 16 tahun 2018 tentang 

Satpol PP. Peran yang dilakukan Satpol PP Kota Padang dalam upaya 

melakukan relokasi terhadap PKL adalah membentuk Satuan Tugas 

Pantai Padang dan mebuat Aplikasi yang menghubungkan seluruh 

CCTV yang ada di Kota Padang. 

2. Penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Padang tentu 

menemukan kendala, adapun kendala yang ditemui Satpol PP Kota 

Padang terbagi menjadi kendala eksternal yang mana PKL yang tidak 

tertib serta kendala internal yaitu tidak adanya atrang yang mengatur 

secara khusus, lokasi relokasi yang sempit, serta enertiban yang 

dilakukan kurang efektif yang mebuat pelanggaran di kawasan wisata 

Pantai Padang terus Terjadi  
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B. Saran 

Didasarkan kepada simpulan diatas, maka penulis memberikan 

beberapa saran kepada Satpol PP Kota Padang maupun Pemko Padang 

serta PKL di kawasan wisata Pantai Padang dalam upaya relokasi yang 

dilakukan di kawasan wisata Pantai Padang, adapun saran adalah sebagai 

berikut: 

1. Agar pihak Pemko Padang dapat memberikan sosialisasi dan informasi 

terkait Perda Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum dan 

Ketentraman Masyarakat. 

2. Agar Satpol PP Kota Padang dapat membuatkan data pelanggaran 

yang dilakukan oleh PKL selama berjualan di kawasan Pantai Padang 

secara berkala setiap tahunnya. 

3. Agar pihak Pemko Padang membuat peraturan turunan yang jelas 

tentang larangan berjalan di kawasan wisata Pantai Padang. 

4. Agar Satpol PP Kota Padang dapat melakukan penertiban berdasarkan 

kode etik yang berlaku sehingga tidak terjadi keributan antara pihak 

Satpol PP dan PKL. 

5. Agar pihak Pemko Padang menyiapkan tempat relokasi yang luas dan 

cukup untuk para PKL, agar semua PKL dikawasan Pantai Padang 

dapat ditampung dan relokasi dapat terwujudkan secara nyata. 
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